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Larangan zina dalam pasal 284 ayat (1) KUHP hanya mencakup orang yang telah menikah saja, sedangkan zina sesama lajang tidak termasuk dalam cakupan zina. Konsep tersebut berbeda dengan konsep dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu, yang menganggap zina sebagai perbuatan jelek yang tidak boleh dilakukan semua orang. Moral Ketuhanan agama-agama merupakan etika dasar Negara, berdasarkan sila 1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Nilai yang hidup dalam masyarakat juga menganggap zina sebagai perbuatan amoral yang tidak boleh dilakukan semua orang.
Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP, yang hanya melarang zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mana akan membahas konsep pengaturan zina dalam KUHP dari perspektif normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah.
Zina dalam KUHP hanya dilarang bagi yang sudah menikah, karena untuk melindungi perkawinan. Sedang agama-agama melarang zina bagi semua orang, karena didasarkan pada sifat zina yang tercela. Keterkaitan agama dengan hukum diatur dalam sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD RI 1945,  Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam. Agama mempengaruhi nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 ayat (3) butir b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951. Peraturan perundang-undangan harus memuat tiga nilai dasar, yaitu filosofis (sesuai Pancasila), sosiologis (sesuai nilai yang hidup dalam masyarakat), dan yuridis (disusun berdasarkan kaidah yang lebih tinggi). Berdasarkan hal tersebut, maka zina dalam KUHP hanya memuat nilai yuridis, dan tidak memuat nilai filosofis dan sosiologis.
Pengaturan zina dalam KUHP lebih sempit dari pengaturan zina dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, pengaturan zina dalam KUHP hanya memuat nilai dasar yuridis, dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis. Maka dari itu, pengaturan zina dalam KUHP harus diperluas, dengan mencakup larangan terhadap zina sesama lajang.
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Abstract
A prohibition on adultery in article 284 paragraph (1) of the KUHP only includes people who have got married, while those who haven’t got married are adultery not ruled comprehensively. The rule is different from the one of adultery in Islam, Christian, Roman Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism, which considers adultery as a prohibited act for anybody. A moral value of religions is the basic ethic of a state, which based on the first principle of Pancasila “the God is the only one”. The moral value of a society also considers adultery as the amoral conduct.
This research discusses criminal acts of adultery in accordance to the KUHP, in which it only limits adultery to a person who has got married. This research is a normative study, which discusses the concept of adultery in accordance to the KUHP of the normative perspective, implementation of the legislation, a basic concept, and historical approach.
Adultery in the KUHP is applied to those who have got married in order to protect marriage. All religions forbid adultery for it is disgraceful. The relationship between of religion and the law is stated in the first principle of Pancasila, article 29 UUD RI 1945, chapter II number 1 TAP MPR number VI/MPR/2001, chapter IV number 1 point a TAP MPR number VII/MPR/2001, law number 17 year 2007, article 1 and 2 law number 1 year 1974, article 2 and 4 in Compilation of Islamic Law. Social values in a society comes from a religion. Those values are stated in article 5 paragraph (1) of law number 48 year 2009, and article 5 paragraph (3) point ‘b’ law number 1 year 1951. A rule has to consider three basic values namely Pancasila as the fundamental philosophy of the value, sociological values (moral values in the society) and juridical value (stated based on the higher rule). Based on the foregoing, adultery in the KUHP contains only juridical value. It does not define the philosophical and sociological one.
The restriction of adultery in the KUHP is only limited to juridical values. The religion as the basic faith in Indonesia is not applied explicitly. It also does not regulate both philosophical and sociological values. In addition, adultery rule also has to be applied to those who haven’t got married.







Menurut Kamus Bahasa Indonesia zina adalah perbuatan bersengama di luar nikah  antara laki-laki dan perempuan​[1]​. Akan tetapi, zina yang dilarang dalam pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), hanyalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang paling tidak bagi salah satu atau bagi kedua-keduanya berlaku pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW)​[2]​ atau sudah terikat perkawinan. Artinya zina yang dilakukan oleh sesama lajang tidak termasuk dalam cakupan zina yang dilarang dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP. 
Padahal globalisasi saat ini memberikan peluang untuk terjadinya zina. Produk-produk globalisasi memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengakses konten-konten porno dan kebiasaan seks bebas orang luar negeri. Hal tersebut telah mengubah gaya hidup dan dinamika kehidupan masyarakat. Fenomena ini berdampak pada paradigma sebagian masyarakat yang menganggap bahwa zina bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja karena sudah dilakukan oleh banyak orang terutama masyarakat Barat yang dalam banyak hal menjadi kiblat masyarakat dalam budaya termasuk dalam hal kebiasaan zina. Masyarakat terutama para remaja menganggap bahwa zina adalah bagian dari perubahan dan kemajuan zaman yang harus diikuti.
Artinya zina berpotensi untuk dilakukan oleh semua orang, terutama para remaja. Akan tetapi zina sesama lajang tidak dilarang dalam KUHP. Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksamana, mengatakan bahwa pengaturan zina dalam KUHP yang hanya melarang zina untuk dilakukan oleh orang yang sudah menikah, dan tidak melarang zina sesama lajang, adalah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap bahwa zina tidak boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk sesama lajang. Hal tersebut berdasarkan kepada etika, moral, dan nilai-nilai dalam agama yang dianut masyarakat Indonesia sejak lama. Pertentangan tersebut terjadi karena pasal zina dalam KUHP adalah peninggalan Belanda yang pembuatannya mengacu pada aturan Barat. Pembuatan KUHP tidak didasarkan kepada nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat Indonesia​[3]​. Pada saat baru merdeka, Indonesia mengalami kekosongan hukum. Maka untuk itu, KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia​[4]​. Hal tersebut didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”​[5]​.
Penyebab lain kenapa masyarakat Indonesia menganggap zina sebagai perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun termasuk sesama lajang, karena enam Agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia, yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan juga agama Khong Cu (Confusius), tidak ada yang melegalkan zina, termasuk zina sesama lajang. Hanya terdapat sekte yang memperbolehkan zina, termasuk zina sesama lajang, tapi sekte tersebut dilarang di Indonesia​[6]​. Agama Islam melarang umatnya untuk zina sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Quran, Surat Al Furqoon : 68 :
dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (Surat Al Furqoon : 68).
Agama Kristen dan Agama Katolik​[7]​ juga melarang umatnya untuk melakukan zina. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Kitab Korintus 6:9-10, bahwa zina disebut sebagai perbuatan yang tercela, yang pelakunya tidak tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Agama Hindu melarang zina, orang yang berzina akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Taptasurmi​[8]​. Agama Budha mengenal dasasila (sepuluh larangan yang harus dijauhi oleh umat Budha golongan Bhiksu) dan pancasila (lima larangan yang patut untuk dijauhi oleh umat Budha dari golongan orang awam). Salah satu larangan yang harus dijauhi dalam dasasila dan pancasila tersebut adalah berzina​[9]​. Agama Khong Cu (Confusius) melarang hubungan badan di luar nikah dilarang untuk dilakukan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Kitab Si Shu (Kitab Bing Cu (Men Zi) VII A: 17.1).
Agama mempunyai posisi penting dalam tata hukum Indonesia, yaitu etika dasar Negara bersumber dari moral Ketuhanan yang terdapat dalam agama-agama. Hal tersebut mengacu kepada sila 1 Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”​[10]​. Selain itu, ajaran agama yang dianut masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jadi ajaran-ajaran agama, terutama yang bersifat universal sejatinya adalah dasar atau acuan dalam pembentukan hukum nasional.




Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yaitu pasal 284 (ayat) 1 KUHP.

Pendekatan Masalah
Pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
a.	Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan zina, yaitu Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 (sila 1 Pancasila), pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, pasal 1 dan 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 (3) butir b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951.
b.	Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual, karena melalui pendekatan ini pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Ilmu Hukum juga akan dipaparkan. Pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum dapat dijadikan pondasi dalam membangun argumentasi hukum sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan zina. 
c.	Pendekatan Sejarah (Historical Approach)
Selain menghayati muatan peraturan perundangan-perundangan, penelitian ini juga mengamati dari dimensi konsep dasar mengapa perundang-undangan itu diatur. Pendekatan ini menggunakan sejarah atau latar belakang dan perkembangan pengaturan zina. 

Jenis Bahan Hukum
Dalam penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa :
a.	Bahan Hukum Primer (Primary Sources)
Bahan hukum primer (primary sources) Sebagai bahan hukum utama digunakan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan zina, yaitu Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 (sila 1 Pancasila), pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, pasal 1 dan 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 (3) butir b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951.
b.	Bahan Hukum Sekunder (Secondary Sources)
Bahan hukum sekunder (secondary sources) ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, kitab agama Islam yaitu Al-Quran, kitab agama Kristen dan Katolik yaitu Al-Kitab, kitab agama Hindu yaitu Manawa Dharmasastra, kitab agama Budha yaitu Tripitaka, kitab agama Khong Cu (Confusius) yaitu Si Shu, artikel, makalah, jurnal, skripsi/tesis, berita, majalah/koran, baik yang dimuat di media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan zina.
c.	Bahan Hukum Tersier (Tertiary Sources)
Bahan hukum tersier (tertiary sources) ini adalah berupa kamus dan juga ensiklopedia, yang keduanya mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (primary sources) maupun bahan hukum sekunder (secondary sources).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Menurut Deny SB. Suherman, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a.	Mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat
a.	Memahami dan mengkritik
a.	Menggunakan teknik snowball (extending exiting knowledge), dan
a.	Mengorganisasikan dan mengklasifikasikan​[11]​
Berdasaran teori tersebut, maka teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik snow ball (mengaitkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dipahami dan diberi kritik kemudian dikumpulkan dan dipilah-dipilah berdasarkan topik permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya. 
Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum primer yang sudah dikumpulkan, diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya, dan bahan hukum sekunder dan tersier yang sudah dikumpulkan, diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumbernya, akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
Teknik Analisis Bahan Hukum
Setelah bahan-bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara evaluatif. Menurut Deny SB. Suherman, tahapan-tahapan dalam analisis evaluatif meliputi :
a.	Stating the legal rules with its main tenets (pernyataan peraturan perundang-undangan dengan prinsip utamanya)
a.	Listing the common arguments against these aspect (membuat daftar pernyataan umum yang bertentangan dengan aspek-aspek di atas)
a.	Putting forward counter-arguments (memberikan kontra atas argument)
a.	Illustrating the consequences of particular points being accepted or denied (menggambarkan konsekuensi dari titik-titik tertentu yang diterima atau ditolak)​[12]​

PEMBAHASAN
Agama-agama yang ada di Indonesia tidak ada yang melegalkan zina untuk dilakukan, baik oleh orang yang sudah menikah maupun oleh orang yang belum menikah (sesama lajang). Berbeda dengan KUHP yang hanya melarang zina untuk dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sedang zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah (sesama lajang) tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Menururt Van Bemmelen dan Van Hattum, pada dasarnya pelarangan zina dalam KUHP, disamping dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa perkawinan harus dilindungi, karena zina bisa menghancurkan perkawinan. Latar belakang lain dari pengaturan zina dalam KUHP adalah karena kepastian tentang asal-usul seseorang yang lahir harus jelas dan terjamin. Karena anak-anak yang lahir dari hasil zina, baik sesama lajang atau salah satunya terikat perkawinan akan sulit diidentifikasi siapa orang tuanya​[13]​. Sebagai akibat dari pengaturan ini, maka zina dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP diatur sebagai delik aduan, bukan delik biasa. Delik aduan tersebut diatur dalam pasal 284 (2) KUHP yang menyebutkan bahwa penuntutan atas tindak pidana zina tidak bisa dilakukan kecuali ada pengaduan dari istri/suami pelaku zina yang merasa dirugikan. Jika tidak ada pengaduan yang dimaksud, maka penuntutan tidak bisa dilaksanakan.
Sedangkan pelarangan zina dalam agama-agama yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia, lebih luas dari apa yang menjadi latar belakang pelarangan zina dalam KUHP. Pelarangan zina dalam agama-agama didasarkan kepada sifatnya yang jelek dan amoral. Siapapun yang melakukan zina, baik orang yang sudah menikah, maupun zina sesama lajang, dianggap sudah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan agama. Tanpa ada ketentuan-ketentuan lain untuk disebut melanggar aturan agama. 
Berdasarkan uraian konsep di atas, terdapat berbedaan konsep zina dalam KUHP dengan konsep zina dalam agama-agama. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh latar belakang pelarangan zina yang berbeda. Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, agama sangat terkait dengan hukum Indonesia. Posisi Agama merupakan sesuatu yang tidak dilepaskan dari hukum Indonesia. Hukum tidak menafikan agama, karena keberadaan hukum sangat berkaitan dengan agama. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, melalui Sila 1 menyebutkan bahwa dasar Negara sila 1 adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini sebagai bentuk pengakuan akan eksistensi agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan UUD RI 1945 dengan rendah hati dinyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, pengakuan ini menyiratkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hanya harus dipertanggung jawabkan dihadapan bangsa, tapi juga dihadapan Tuhan Yang Maha Esa​[14]​. 
Sila 1 dari Pancasila ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 29 UUD RI 1945, yang berbunyi :
(1)	Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(1)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai penjabaran dari sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD RI di atas mengandung pengertian bahwa masyarakat Indonesia dan segenap warga Negaranya harus menganut salah satu agama atau kepercayaan yang mengakui eksistensi Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia tidak boleh menganut faham tidak bertuhan (atheis), karena kepercayaan seperti itu tidak mengakui eksistensi Tuhan, atau tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 UUD RI tersebut juga sekaligus memberikan ruang bebas kepada masyarakat Indonesia untuk dapat menjalankan aktifitas keagamaan atau kepercayaan masing-masing dengan bebas tanpa gangguan dari pihak manapun.
Kedudukan agama sebagai landasan etika bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terdapat dalam Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menyatakan bahwa :
Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Latar belakang penyusunan TAP MPR di atas adalah bahwa semua agama turut memberikan kontribusi terhadap integrasi nasional melalui ajarannya yang menekankan rasa adil, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. TAP MPR ini dimaksudkan untuk memberikan penyadaran tentang arti penting etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulya. Berdasarkan latar belakang, maksud, dan tujuan tersebut maka dibuatlah pedoman etika bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tersebut dalam TAP MPR tersebut. 
Etika sosial dan budaya masyarakat Indonesia adalah sikap saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, dan saling mencintai. Perlu diketahui bahwa etika-etika dalam etika sosial dan budaya ini juga bisa dikaitkan dengan zina yang bisa merusak kehidupan seseorang. Akibat zina sebagaimana dikemukakan oleh Sarwono​[15]​, yaitu bisa berakibat kehamilan di luar nikah, adalah anak-anak lahir di luar nikah, kawin muda, aborsi, penularan HIV/AIDS, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan zina.
Saling peduli yang dimaksudkan disini adalah masyarakat Indonesia harus saling peduli satu sama lain dalam semua aspek dinamika kehidupan, termasuk peduli dengan keadaan dan masa depan orang lain. Jika dihubungkan dengan konteks zina, maka etika masyarakat Indonesia adalah tidak mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan zina, karena zina bisa merusak keadaan dan masa depan seseorang. Etika saling menghargai ini adalah saling menghargai dalam segala hal, seperti menghargai keyakinan seseorang, dalam konteks toleransi dalam beragama. Bisa juga berbentuk saling menghargai kehormatan satu sama lain. Jika saling menghargai kehormatan ini dikaitkan dengan konteks zina, maka etika masyarakat Indonesia salah satunya adalah menghargai kehormatan seseorang dengan tidak menghilangkan keperjakaan atau keperawanan. Hal tersebut bisa juga berbentuk menghargai harga diri orang lain, menghargai harga diri yang dimaksudkan adalah dengan tidak mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar agama, semacam zina, karena zina dipandang sebagai perbuatan yang tidak beretika, tercela, tidak bermoral, dan bisa merusak harga diri seseorang yang melakukannya.
Selanjutnya saling memahami sebagaimana yang disebutkan dalam TAP MPR di atas, bisa dipahami bahwa etika masyarakat Indonesia salah satunya adalah saling memahami keadaan antar sesama manusia, termasuk memahami seseorang yang harus menjalankan perintah agama, sebagai manifestasi ketaatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut bisa berbentuk dengan tidak mempengaruhi seseorang untuk melanggar perintah Tuhan yang diyakini, seperti melakukan zina yang dilarang oleh agama. Hal itu bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memahami bahwa seseorang harus menjalankan ajaran agama, dan menjauhi larangan agama.
Saling menolong adalah saling menjaga keadaan antar sesama. Etika saling menolong jika dikaitkan dengan zina adalah etika masyarakat Indonesia tidak membiarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa merusak hidupnya, dan perbuatan yang melanggar agama, dalam hal ini melakukan zina. Menolong bukan hanya ketika kejadian sudah menimpa seseorang, tapi tindakan pencegahan terhadap seseorang yang akan melakukan sesuatu yang bisa merusak hidupnya, juga bagian dari menolong. Etika yang terakhir dari bagian Etika Sosial dan Budaya, adalah etika saling mencintai. Cinta diejawantahkan dengan menganggap orang lain sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Etika saling mencintai adalah refleksi dari masyarakat Indonesia yang terkumpul dalam satu Negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Etika saling mencintai ini adalah komulasi dari etika saling peduli, saling memahami, saling menghargai, dan saling menolong antar sesama masyarakat Indonesia.
Sejalan dengan uraian di atas, masyarakat Indonesia harus beretika dengan memiliki  rasa malu. Malu untuk melakukan sesuatu yang salah dan bertentangan dengan moral agama serta bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sesuatu yang berseberangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa seyogyanya tidak dilakukan, seperti zina. Hal tersebut mengandung arti bahwa agar etika sosial-budaya di atas bisa terlaksana, maka masyarakat Indonesia harus taat pada ajaran agama.
Keterkaitan hukum dengan agama juga bisa dilihat Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. TAP MPR tersebut menyebutkan bahwa salah satu visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. Religius yang dimaksudkan disini adalah terciptanya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Jika konsep zina dalam KUHP tidak melarang zina untuk dilakukan untuk semua orang, yaitu bagi orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah (sesama lajang), maka visi menciptakan masyarakat yang religius dalam visi Indonesia 2020 tidak akan tercapai, karena konsep zina dalam KUHP bertentangan dengan konsep zina dalam enam agama yang secara umum oleh masyarakat Indonesia.
Negara melalui produk hukumnya menempatkan agama dalam posisi khusus dan tidak dipisahkan dengan hukum Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 1 dan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa : 
Pasal 1 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Pasal 2 
(1)	Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membangun keluarga dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 2 (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut bisa dilihat dalam pasal 2 yang juga menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, kemudian dalam pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut, maka perkawinan yang dilakukan tidak sah. Ini menunjukkan bahwa agama merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari hukum. Selain itu, dari pasal-pasal yang disebutkan di atas juga menyiratkan bahwa hukum di Indonesia secara implisit mengakui bahwa hubungan badan tidak boleh dilakukan kecuali melalui perkawinan terlebih dahulu, karena dalam hukum agama, hubungan badan hanya diperbolehkan untuk dilakukan setelah ada proses perkawinan.
Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengandung tiga nilai, yaitu nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kegunaan), dan yuridis (kepastian hukum). Nilai filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila, termasuk sila 1 Pancasila. Nilai sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yuridis, yaitu harus disusun sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi, yaitu UUD RI 1945. Agar diantara ketiga nilai dasar tersebut tidak terjadi pertentangan, maka ketiga nilai-nilai tersebut harus ditakar dengan seimbang​[16]​. Begitupun dengan pasal 284 (1) KUHP, harus mengandung tiga nilai dasar tersebut.
Secara filosofis, pasal 284 (ayat) 1 KUHP bisa dihubungkan dengan sila 1 Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui akan eksistensi Tuhan. Pengakuan tersebut adalah melalui pengejawantahan dengan memeluk satu agama atau kepercayaan. Atas dasar sila pertama ini maka masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinan​[17]​. 
Selain dari pada itu, sila ini juga menekankan bahwa fundamen etis-religius Negara Indonesia adalah bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada. Terdapat sebuah kepercayaan yang positif, bahwa meskipun agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda, tapi dalam agama dan kepercayaan tersebut terdapat misi yang sama untuk kehidupan manusia. Ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda-beda tersebut terdapat pertautan etis-religius untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekaligus mendorong warga Negara untuk mengembangkan nilai-nilai agama dengan penuh toleran dan lapang. Tuhan Yang Maha Esa dijadikan sebagai dasar Negara, memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik, dan mengangkat kehidupan kebangsaan dan kenegaraan dari tingkat sekular ketingkat moral atau sakral​[18]​. 
Sebagaimana sudah disinggung di atas, bahwa agama-agama mengatur cakupan larangan zina lebih luas dari KUHP yang hanya melarang zina untuk orang yang sudah menikah. Zina dalam agama-agama dilarang untuk semua orang, termasuk zina sesama lajang. Berdasarkan hal tersebut maka pasal 284 (ayat) 1 KUHP tidak memuat nilai filosofis, yaitu sila 1 Pancasila, karena konsep zina dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP bertentangan dengan konsep zina dalam agama-agama, yang secara umum dianut masyarakat Indonesia melarang zina untuk dilakukan oleh semua orang, dengan tidak membedakan orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Moral Ketuhanan yang diajarkan agama-agama dijadikan etika dasar Negara Indonesia, karena ajaran agama menjunjung tinggai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pengambilan ajaran agama sebagai dasar Negara ini juga bertujuan agar kehidupan masyarakat tidak terlepas dari ajaran agama, dalam artian masyarakat tetap menjunjung tinggi moral dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tercerabut dari ajaran agama yang mempunyai ajaran yang luhur. Berdasarkan uraian di atas, pasal 284 (ayat) 1 KUHP tidak memuat nilai dasar filosofis, karena tidak sesuai dengan cita-cita Negara yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila 1. 
Secara sosiologis, zina dianggap perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua orang. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa zina adalah perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang, baik orang yang sudah menikah, maupun zina antara sesama lajang. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat masih menganggap zina sebagai perbuatan yang tercela​[19]​. Hal ini berdasarkan kepada realita bahwa masyarakat menganggap zina sesama lajang sebagai perbuatan terlarang.
Menurut Ganjar Laksamana, pandangan tabu terhadap zina terjadi karena masyarakat Indonesia yang menganggap zina bukan sebagai urusan individu. Ini bisa dilihat dari realita bahwa tidak ada orang yang mengumumkan bahwa dirinya telah melakukan zina. Berbeda dengan orang barat yang sangat menghargai individualisme, makanya zina yang dilarang oleh orang barat hanyalah yang dilakukan dengan suami/istri orang lain. Ada perbedaan sosial-budaya antara masyarakat Indonesia dengan Belanda yang menjadi penyusun KUHP. Kondisi tersebut juga tercipta karena keberadaan agama memepengaruhi dinamika masyarakat. Kondisi sosial-budaya masyarakat mayoritas berlandaskan kepada ajaran agama yang dianut​[20]​.  
Jika dikaji dari nilai dasar yuridis, pasal 284 (ayat) 1 KUHP diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. KUHP diberlakukan di Indonesia ketika baru memperoleh kemerdekaan, hal itu karena untuk mengisi kekosongan yang terjadi saat itu. Pemberlakuan tersebut berdasarkan kepada pasal pasal II UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Nilai yuridis yang terkandung dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP tersebut tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan untuk mempertahankan pasal 284 (ayat) 1 KUHP, karena ketiga nilai dasar yang tersebut di atas harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pasal 284 (ayat) 1 KUHP. Ketiga nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 284 (ayat) 1 KUHP memuat nilai yuridis peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu nilai dasar yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan.




Pengaturan zina dalam KUHP lebih sempit dari konsep zina dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaturan zina dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP hanya melarang zina untuk dilakukan oleh orang yang paling tidak salah satu pelakunya sudah terikat perkawinan, dan tidak melarang zina untuk dilakukan oleh sesama lajang. Sedangkan pengaturan zina yang ada dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia menganggap zina sebagai perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang, baik orang yang sudah menikah maupun orang yang masih lajang. Padahal hukum sangat terkait dengan agama, hal tersebut sebagaimana diatur dalam sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, pasal 1 dan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 2 dan pasal 4 (1) KHI.
Pasal 284 (ayat) 1 KUHP hanya memuat nilai yuridis, dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis. Memuat nilai yuridis karena pasal 284 (ayat) 1 KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen). Pasal 284 (ayat) 1 KUHP tidak memuat nilai dasar filosofis karena bertentangan dengan sila 1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertentangan tersebut terjadi karena konsep zina dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP yang tidak melarang zina untuk dilakukan oleh sesama lajang, bertentangan dengan konsep zina dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, yang melarang zina untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk zina yang dilakukan oleh sesama lajang. Hal tersebut mengingat sila 1 Pancasila mengandung pengertian bahwa etika dasar Negara Indonesia adalah bersumber dari moral Ketuhanan yang terdapat dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pasal 284 (ayat) 1 KUHP tidak memuat nilai dasar sosiologis karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu nilai etika, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu pengaturan zina dalam pasal 284 (ayat) 1 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang zina untuk dilakukan oleh orang yang sudah menikah saja, akan tetapi juga melarang zina yang dilakukan oleh sesama lajang. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka delik zina dijadikan sebagai delik biasa, bukan lagi delik aduan.
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